HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMENEP
Tentang Retribusi Jasa Umum

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- \T  /PKI2019

Tanggal © | Dayvers 2019

atas:

Retribusi Pelayanan Kesehatan,;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoter;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kode Daerah: 1326
No. Ma.teri Raperda Rumusan-Répér_da: : - Re_komer':dasi ik Keterangan —'
1.7 Nama Kéténtuan Pasal 2 disempumakan menjadi sebagai berikut: Legél drafting disempumnakan. —!
Pasal 2 Pasal 2
(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam éatam Peraturan Daerah ini, terdiri | (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap
pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
Retribusi atas sefiap pelayanan persampahan/kebersihan  yang
diselenggarakan cleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut
Retribusi atas setiap penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan cleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2008,
Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.
Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009,
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Rumusan Raperda
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. Keterangan

Pasal 22

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas setiap penyediaan
fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan
atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan

Ketentuan Pasal 22 disempumakan menjadi sebagai berikut;
Pasal 22

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas sefiap
penyediaan  fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa
halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan khusus disediakan unfuk pedagang.

Nomenklatur retribusi
disesuaikan dengan UU nomor
28 Tahun 2009.

untuk pedagang.

Telah sesuai dengan Lm

Pasal 28 p
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi nomor 28 Tahun 2009.
atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 34 . Telah sesual dengan UU
Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi Nomor 28 Tahun 2009,
atas setiap pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah.
Pasal 40 - Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut
Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Ketentuan Pasal 46 disempumakan menjadi sebagai berikut :

Pasal 46
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi
atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, tiimbang, dan
perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus
yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Legal Drafting disempurnakan.

Pasai 52

Ketentuan Pasal 52 disempumakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut

Legal Drafting disempurnakan.




Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua—jenis—dan
klasifikasi-pelayanankesehatan—dan pelayanan kesehatan fainnya di

RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum Daerah,

dan pihak swasta.

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum Daerah,

dan pihak swasta.

No. |- Materi Raperda 5 Rumusan Raperda e Rekomendasi Keterangan
‘ retnbus: atas pelayanan pengendallan!pengawasan menara telekomunikasi,
9 Objek Ketentuan Pasal 5 disempumakan menjadi sebagai berikut: Disesuaikan dengan ketentuan
Pasal 5 Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun

2009.

Pasal 11

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah, meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat umum,
tempat ibadah dan sosial.

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Pasal 17

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009,

Pasal 23

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009,
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" Rékpmendfasi' ‘

: KeteranQan

Materi Raperda

Pemerintah Dae“rah dan khusus disediakan L}niuk‘p‘édagang.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak

swasta.
Pasal 29

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang diselenggarakan

Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah Daerah.
Pasal 35

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan Peta

Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009.

yang dibuat Pemerintah Daerah.
Pasal 41

(1) Obyek Retribusi Penyediaan danfatau Penyedotan Kakus adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah .

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan danfatau penyedotan kakus yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, lembaga
sosial dan keagamaan serta pihak swasta.

Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009,

Pasal 47

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

a. Pelayanan pengujian  alat-alat ukur, takar, fimbang, dan
perlengkapannya; dan

b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah sesuai dengan
Nomer 28 Tahun 2009.

uu

Pasal 53

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Telah sesuai dengan
Nomor 28 Tahun 2009.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda . Rekomendasi Keterangan
3. | Subjek Pasal 6 - Telah sesuai dengan N UU-
Nomor 28 Tahun 20089.

Subjek Refribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan di RSUD,
Puskesmas, atau LABKESDA.

Ketentuan Pasal 12 disempumnakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 12

Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi/Badan
pelayanan  persampahan/kebersihan  yang

Legal Drafting Disempurnakan.

menikmalijasa pelayanan persampaharikebersthan. yang memperoleh
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ” Telah sesuai dengan UU
Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi Nomor 28 Tahun 2009.
atau Badan yang menikmatiimenggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan
umum,

Pasal 24 - Telah sesuai dengan UU
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang Nomor 28 Tahun 2009.
menggunakan/menikmati  penyediaan  fasilitas  pelayanan  pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah
Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 30 - Telah sesuai dengan UU
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Nomor 28 Tahun 2009.
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan
bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 36 - Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009.

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cefak Peta adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmali pelayanan penyediaan Peta yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah.

u?,
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Rumusan Raperda

" Rekomendasi

Keterangan

Telah sesuai dengan UU

No.

Materi Raperda

Pasal 42
Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang Nomor 28 Tahun 2009,
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 48 - Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan teraftera ulang.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi

atau Badan yang menggunakanimenikmatipemanfaatkan—ruang—untuk

menara telekomunikasi.

Ketentuan Pasal 54 disempumakan menjadi sebagai berikut :

Pasal 54
Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara
telekomunikasi.

Legal Drafting Disempumakan.—|

Golongan Retribusi

Pasal 2
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakar—atas—Jasa
Umum-yang-digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) disempumakan menjadi sebagai berikut;
Pasal 2

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

Legal Drafting Disempumakaﬂ

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 7

Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur
berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Disesuaikan dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.
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No.

B Materi Raperda

* Rumusan Raperda £ : : rhan ki - Rekomendasi Keterangan -
Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Disesuaikan dengan UU Nomer
Pasal 13 Pasal 13 28 Tahun 2009,
dickur—be Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  diukur berdasarkan frekuensi layanan
dan/atau volume sampah,
Pasal 19 - Telah sesuai dengan UU
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan Nomor 28 Tahun 2009.
(JBB) dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.
Pasal 25 - Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, jenis tempat
dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 31

Tingkat penggunaanijasa-divkur-berdasarkanJBB.

Ketentuan Pasal 31 disempumakan menjadi sebagai berikut ;
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Disesuaikan dengan UU Nomor
28 Tahun 2009,

Pasal 37

Ketentuan Pasal 37 disempumakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.

Disesuaikan dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.

Ketentuan Pasal 43 disempumakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Refribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah,

Disesuaikan dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.




Materi Ra_perda ;

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Kakus diukur berdaéa‘rkanﬂ frekuensi Ia{éhan'danlatau volume limbah. &

~ Keterangan

Ketentuan Pasal 49 disempurnakan menjadi sebagai berikut :

Pasal 49
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur
berdasarkan frekuensi pelayanan tera/tera ulang.

Disesuaikan dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.

1. Ketenfuan  Pasal 55

Ketentuan Pasal 55 disempumakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 55
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
a. Jumiah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
b. Indeks variabel jarak tempuh; dan
c. Indeks variabel jenis konstruksi menara.
(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan sebagai berikut:
a. Dalam kota indeks 0.9

b. Luarkota indeks 1.1
(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ ditetapkan sebagai berikut;
a. MenaraPole indeks 0.9

b. Menara 3kaki indeks 1

¢. Menaradkaki indeks 1,1

disesuatkan agar sejalan
dengan metode  yang
digunakan dalam
menghitung tarif Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi,

2. Jumiah frekuensi

pengawasan menara
harus wajar disesuaikan
dengan standar teknis/
peraturan yang berlaku,
Dalam hal tugas dan
tanggung jawab Pemda
hanya mencakup fungsi
pengawasan dan fungsi
sosial, maka frekuensi
pengawasan  untuk 1
menara cukup ditetapkan
maksimal 2 kali per tahun.

3. Jenis  varabel yang

digunakan untuk
perhitungan tarif hanya 2
saja, yaitu variabel jarak
tempuh dan jenis
konstruksi menara,
mengingat kedua jenis

ﬁyB




Keterangan

Rumusan Raperda

_quoméndési

\.;ariabel fersebut lebin tepat

Materi Raperda

untuk dikorelasikan
langsung dengan biaya
yang dikeluarkan Pemda
dalam melaksanakan
pengawasan menara.
Variabel jarak tempuh lebih
tepat untuk
mendeskripsikan  besaran
biaya pengawasan yang
dikeluarkan pemda
dibandingkan variabel zona
pendirian menara. Adapun
variabel jenis konstruksi
menara sudah mewakili
variabel ketinggian menara
mengingat setiap menara
dengan kanstruksi tertentu
harus dibangun sesuai
standar kefinggian tertentu,
Panduan terkait penetapan
besaran indeks variabel:
a. Penetapan angka
indeks variabel dalam
suatu variabel perlu

memperhatikan
prinsip dan sasaran
penetapan tarif

retribusi jasa umum

b. Penjumlahan
maksimal dari angka
indeks variabel harus

AF 9
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Rumﬁsan Raperda L

- Rekomendasi

Keterangan !
sama dengan jumlah

Materi Raperda

klasifikasi  variabel.
Misalnya variabel jenis
menara ferdiri atas 3
klasifikasi, yaitu:
menara pole, menara
tiga kaki, dan menara
empat kaki, maka
penjumlahan
maksimal dari angka
indeks variabel adalah
angka 3  (Misal:
menara pole = 0,9,
menara tiga kaki = 1,
dan menara empat
kaki =1,1)
Pemda perlu
memperhatikan selisih
antar angka indeks variabel
agar tidak menyebabkan
selisih biaya yang terlalu
besar. Misalnya untuk
variabel jenis menara
ditetapkan selisih indeks
sebesar 0,1, dengan
ketentuan indeks sebagai
berikut: menara pole = 0,9,
menara tiga kaki = 1, dan
menara empat kaki = 1,1.

Telah sesuai dengan UU

Prinsip Penetapan Struktur dan

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 3

(1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

Nomor 28 Tahun 2009.

*?
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Materi Raperda

Rumusan Raperda

; Rekomendasi

Kéterangan

(2)

“)

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarf sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya
pencetakan dan pengadministrasian.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

(1)

(2)

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagai objek retribusi, meliputi :

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri atas :

1) pelayanan-administrasi dan rekam medik;

2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
3) pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator); dan
4) pelayanan forensik.

Jenis pelayanan di Puskesmas dan LABKESDA sebagai objek retribusi,

meliputi: :

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri atas :

1) pelayanan-adrinistrasi dan rekam medik; dan
2) pelayanan transortasi pasien dan transportasi jenazah.

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat darurat;

c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi,
rawat intermediate, rawat bersalinrawat bayilneoatus, dan
pelayanan rawat sehari (oneday care);
pelayanan medik;
pelayanan penunjang medik;

Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagai objek retribusi, meliputi :
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri atas :
1) pelayanan rekam medik;
2) pelayanan transportasi pasien dan transpartasi jenazah;
3) pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator); dan
4) pelayanan forensik.
(2) Jenis pelayanan di Puskesmas dan LABKESDA sebagai abjek retribusi,
meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri atas :
1) pelayanan rekam medik; dan
2) pelayanan transortasi pasien dan transportasi jenazah.
(3) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat darurat;

c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi,
rawat intermediate, rawat bersalinrawat bayi/neoatus, dan
pelayanan rawat sehari (oneday care);

d. pelayanan medik;

€. pelayanan penunjang medik;

Pelayanan  administrasi
bukan merupakan objek
Retribusi Pelayanan
Kesehatan sesuai

ketentuan Pasal 111 UU
Nomor 28 Tahun 2009.
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Rekomendasi = -

Keterangan

(5)

: pelayanan keperawatan
g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi;

h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

i. pelayanan pengujian kesehatan (medical check up);

j.  pelayanan konsuitasi;

k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;

. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;

m. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Public Health

Nursing);

n. pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal; dan

0. pelayanan kesehatan fradisional komplementer.
Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat darurat;

c. pelayanan rawat inap, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat
bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (one day
care),

pelayanan medik dan keperawatan;

pelayanan penunjang medik;
pelayanan kesehatan, ibu, anak, keluarga berencana, dan
kesehatan reproduksi;
g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

h. pelayanan penguijian kesehatan (medical check up);

i
]

"o oa

pelayanan konsultasi;

pelayanan medico legal; dan

pelayanan ambulan.
K!asmkaSI pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikelompokkan berdasarkan:
a. kelas perawatan (akomodasi), meliputi ;

1) kelasll;

f. pelayanan keperawatan
g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;
h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
pelayanan pengujian kesehatan (medical check up);
pelayanan konsultasi;
pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Public Health Nursing);
pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal; dan
0. pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
(4) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat darurat;
¢. pelayanan rawat inap, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat

bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (one day
care);

d. pelayanan medik dan keperawatan;

e. pelayanan penunjang medik;

f. pelayanan kesehatan, ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan
reproduksi;

g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

h. pelayanan pangujian kesehatan (medical check up};
pelayanan konsuitasi;
pelayanan medico legal; dan

i.

j

k. pelayanan ambulan.

Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikelompokkan berdasarkan:
a. kelas perawatan (akomodasi), meliputi :
1) kelas iI;
2) kelasl;

03 — = —

(5)
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2) kelés Il
3) kelas|;

4)  kelas Utama; dan
5) non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat

Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif,
dan/atau rawat bayi (necnatus).
b. kategori pasien, meliputi :
1) pasien umum, yang berasal dari Kelas ll, Kelas Il dan non
kelas; dan
2) pasien privat yang berasal dari Kelas | dan Kelas Utama.
c. kategori tindakan, meliputi:
1) tindakan elektif; dan
2) findakan darurat.
(6) Klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikelompokkan berdasarkan:
a. kelas perawatan (akomodasi), meliputi :
1) kelas Ill; dan
2) non Kelas, berlaku untuk rawat bersalin dan/atau rawat bayi
(neonatus).
b. kategori pasien, meliputi :
1) pasien umum, yang berasal dari Kelas [l dan non kelas; dan
2) pasien privat yang berasal dari Kelas |.
c. kategori tindakan, meliputi:
1) tindakan elektif; dan
2) tindakan darurat.

(7) Jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan
jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan
sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten
dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.

(8) Jenis Pelayanan Kesehatan di LAB RSUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan laboratorium klinik yang

meliputi:

3) kelasl;
4) kelas Utama; dan
5) non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate,
Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif, dan/atau rawat bayi
(neonatus).
b. kategori pasien, meliputi :
1) pasien umum, yang berasal dari Kelas lll, Kelas Il dan non kelas;
dan
2) pasien privat yang berasal dari Kelas | dan Kelas Utama.
c. kategori tindakan, meliputi:
1) tindakan elektif; dan
2) tindakan darurat.
(6) Klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikelompokkan berdasarkan:
a. kelas perawatan (akomodasi), meliputi :
1) kelas (ll; dan
2) non Kelas, berlaku untuk rawat bersalin dan/atau rawat bayi
(neanatus).
b. kategori pasien, meliputi :
1) pasien umum, yang berasal dari Kelas Il dan non kelas; dan
2) pasien privat yang berasal dari Kelas |.
c. kategori tindakan, meliputi:
1) tindakan elektif, dan
2) tindakan darurat.
(7) Jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan

jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan
sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten
dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.

(8) Jenis Pelayanan Kesehatan di LAB RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan laboratorium klinik yang meliputi:
a. hematologi klinik;
b. kimia klinik;

&@13
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a. hematologi klinik;
b. kimia klinik;
¢. immunologi dan serologi;
d. toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba);
e. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor); dan
f.  pemeriksaan patologi anatomi.
(9) Jenis Pelayanan Kesehatan di LABKESDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pelayanan laboratorium klinik meliputi :
1) hematologi klinik;
2)  kimia Klinik;
3) immunologi dan serologi;
4) toksikologi klinik (Pemeriksaan Narkoba);
5) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor); dan
6) pemeriksaan patologi anatomi.
b. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi fisika,
kimia, dan/atau bakteriologi dari:
1) spesimen makanan dan minuman olahan; dan
2) air bersih, air minum, air kalam, atau air limbah.
c. Pelayanan paket dan pelayanan lainnya; dan
d. Pelayanan pengambilan sempel.

{46)-Pelayanan-Pendidikan-dan-penelitian-meliputi=

c¢. immunologi dan serologi;
d. toksikologi klinik (Pemeriksaan Narkoba);
e. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor); dan
f. pemeriksaan patologi anatomi.
(9) Jenis Pelayanan Kesehatan di LABKESDA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pelayanan laboratorium klinik meliputi :
1) hematologi klinik;
2)  kimia Klinik;
3) immunologi dan serologi;
4) toksikolegi klinik (Pemeriksaan Narkoba);
5) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (fiquor); dan
6) pemeriksaan patologi anatomi.
b. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi fisika, kimia,
danfatau bakteriologi dari:
1) spesimen makanan dan minuman olahan; dan
2) air bersih, air minum, air kolam, atau air limbah.
c. Pelayanan paket dan pelayanan lainnya; dan
d. Pelayanan pengambilan sempel.

Pelay.

anan pendidikan dan

penelitian bukan
merupakan abjek Retribusi

Pelay

anan Kesehatan

sesuai ketenfuan Pasal
111 UU Nomor 28 Tahun

2009.
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g i ] >4 fenal ) kenakantar
Fembﬂs"‘. l.
Pasal 9
Ketentuan mengenai besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di
RSUD, Puskesmas, dan LABKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. ; oo s
Lampiran | disempurnakan menjadi sebagai berikut :
Lampiran | Lampiran |
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas [l Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Ill
A. Pelayanan Rawat Inap A. Pelayanan Rawat [nap
NO JENIS TINDAKAN TARIF {Rp) NO JENIS TINDAKAN TARIF (Rp)
1 2 3 1 2 3
Ruang PerawatanKias 3 45.000 Ruang Perawatan Klas 3 45.000
a, Perawatan Dokter Spesialis 25.000 a. Perawatan Dokfer Spesialis 25.000
b. Perawatan Dokier Umum 16.000 b. Perawatan Dokter Umum 15.000
c. Asuhan Kepera\fvatan Dasar 6.500 c. Asuhan Keperawatan Dasar 6.500
B. Pelayanan Makanan Pasien B. Pelayanan Makanan Pasien
NO JENIS TINDAKAN TARIF (Rp) NO JENIS TINDAKAN TARIF (Rp)
1 2 3 1 2 3
1| Makanan Biasa / Hari 30.000 1| Makanan Biasa / Hari 30.000
a. Menu Pagi/ Porsi 10.000 a. Menu Pag / Porsi 10.000
b. Menu Siang / Porsi 10.000 b. Menu Siang / Parsi 10.000
¢. Menu Sore / Porsi 10.000 ¢. Menu Scre / Porsi 10.000
2 | Makanan Khusus / Hari 30.000 2 | Makanan Khusus / Hari 30.000
a. Menu Pagi/ Porsi 10.000 a. Menu Pagi / Porsi 10.000
b. Menu Siang / Porsi 10.000 b. Menu Siang / Porsi 10.000
c. Menu Sore / Porsi 10.000 ¢. Menu Sore / Porsi 10.000
Dst ... Dst ...

%
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Tarif Pelayanan'Kesehatan

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

A. Pelayanan Rawat Jalan

Tarif F’eléyanan Kesehatan
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

A. Pelayanan Rawat Jalan

Komponen (Rp)

’ | fompanen (Rp) NO JENIS PELAYANAN J Tarif
i NO | JENIS PELAYANAN Jasa Tarif asa ari
| _ Pelayanan { fs—a B Retribusi Pelayanan ot e Retribusi
1 S 3 4 5 1 2 3 40 5
1 | Pemeriksaan Kesehatan 1 Pemeriksaan Kesehatan
| Umum {KAREIS) " | Umum
a.Klinik Umum { Gigi 3.300 4.200 7.500 a.Klinik Umum / Gigi 3.300 4.200 7.500
i b.Klinik Spesialis 8.800 11.200 20.000 b.Klinik Spesialis 8.800 11.200 20.000
2. | Kaeru-ldentitas-Pasien-dan 2. | Pelayanan Rekam Medik 880 1.120 | 2.000 |
| 3. | Pelayanan Rekam Medik 880 1.120 | 2.000
B. Pelayanan Rawat Darurat B. Pelayanan Rawat Darurat
I 1 EEER NO JENIS PELAYANAN J R Tarif
NO JENIS PELAYANAN Jasa Tarif asa ari
Pelayanan dasaSaran Retribusi Pelayanan Jasa Sarana Retribusi
] 2 3 5 [l T2 6 oF R0 i 450 S
1. | Injeksi T 440 560 1.000 1. | Injeksi 440 560 1.000
a. Debridement luka 6.600 8.400 15.000 a. Debridement luka 6.600 8.400 15.000
ringan ringan
b. Debridement luka 8.800 11.200 20.000 b. Debridement luka 8.800 11.200 20.000
sedang sedang
¢. Debridement luka berat 17.600 22.400 40.000 ¢. Debridement Iuka berat 17.600 22.400 40.000
d. Jahit luka 1-3 jahitan 20.900 26.600 47.500 d. Jahit luka 1-3 jahitan 20,900 26.600 47.500
(penambahan per (penambahan per
jahitan Rp. 5.000) jahitan Rp. 5.000)
2. | Pemasangan sonde/NGT 13.200 16.800 30.000 2. | Pemasangan sonde/NGT 13.200 16.800 30.000
3. | Slym suction 11.000 14.000 25.000 3. | Slym suction 11.000 14.000 25.000
| 4. | Kumbah lambung 13.200 16.800 30.000 4. | Kumbah lambung 13.200 16.800 30.000
5. | Transfusi Darah 15.400 19.600 | 35.000 5. | Transfusi Darah 15.400 19.600 | 35.000
Dst.... Dst....

3. Pelayanan  pendaftaran
(karcis) dikecualikan
sebagai objek Retribusi
Pelayanan Kesehatan

sesuai ketentuan Pasal
111 UU Noor 28 Tahun
2009,

4, Kartu identitas Pasien dan

dokumen rekam medis
merupakan bagian dari
pelayanan medis sehingga
biaya yang timbul dari

penyediaan dokumen
tersebut seyogyanya
sudah tercakup dalam

pelayanan medis terkait.
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o C. Pelayanan Rawat Inap C. Pelayanan Rawat Inap T
Tarif Jasa (Rp) _ Tarif Jasa (Rp)
Jenis Pelayanan Kelas S ciaseren S Tarif Jenis Pelayanan Kelas —— S Tt
S Retribusi y Retribusi
1 2 3 4 B 6 1 2 3 4 5 5
+-Pelayanan 1. Biaya
- -Admirisirasi Akomodasi 30.000
selama-fawat perhari Dewasa | Kelas IIf 4.400 5.600 5. Biaya administrasi yang
ingp Dewasa | - ~2200 | 2800 | 5:00 Bayi Kelas Il 2750 | 3500 | 22500 timbul  dari  sebuah
Bayi - —1100 | —1400 2500 | | 2. Biaya Visite ,
2. Blaya Dokter Dewasa | Kelas Il 6600 | sa4g0 | 15000 pelayanan medis
Akomodasi 30.000 Umum Bay Kelas Il 3300 | 4200 | 7500 aayoenyd LkGh
perhari Dewasa | Kelas Ill 4.400 5.600 3. Biaya Visite e tercakup  dalam  biaya
Bayi Kelas Ill 2.750 3.500 | 22.500 Dokter Dewasa Kelas Il 00 14.000 | 25.000 pelayanan medis terkait.
3. Biaya Visite 15.000 Spesialis Bayi Kelas Ill 5500 | 7.000 | 12500
Blosaar Dew.fasa }izefas II“ ggog E:gs 7500 4, Biayajasa Dewasa Kelas Il 6.600 8.400 15.000
2 gir:;;n\/isite Bayt ges i 20 ; - Keperawatan | Bayi Kelas Il 3.300 4.200 7.500
Dokier Dewasa Kelas llI L0 1 25000
Spesialis Bayi Kelas lll 5.500 7.000 | 12.500
5. Biaya jasa Dewasa | Kelas|ll 6.600 8.400 |  15.000
Keperawatan | Bayi Kelas lll 3.300 4.200 7.500
D. Pelayanan Medik dan Keperawatan D. Pelayanan Medik dan Keperawatan
Tarif Jasa (Rp) forli - Tarif Jasa (Rp)
Jenis Pelayanan Kelas Tarit enis reiayanan elas Tarif
Pelayanan Sarana Ratribus] Pelayanan Sarana Retribusi
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Pemasangan dan atau
e | Refasil 4400 | 5600  10.000 pencahutan infus Kaizeill il M M
2. Pemasangan dan atau
& Efggf}i‘t‘gsiatgfeﬁ u;:]‘:“ Kelas Il 4,400 5600 |  10.000 pencabutan ketetsr wine | o= 4.400 5600 | 10.000
3. Insisi Abses Kelas I 11.000 | 14000 | 25.000 | | [ 3. Insisi Abses Kelas Il 11.000 | 14000 | 25000
4. Khitan/Circumsisi Kelas Il 8.800 | 11200 | 20.000 g Eh'faﬂfcl';fumsisl o Kelas 8800 | 11.200 |  20.000
i . Fengamoitan enaa
5. Pe‘ngamb”an benda Kelas Il 8.800 11.200 20.000 asing THT Kelas lil 8.800 11.200 20.000
asing THT g
Dst... Dst...
v\a
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E. Pelayanan Penunjang Medik E. Pelayanan Penunjang Medik
1. Radiologi 1. Radiologi
X JENIS KOMPONEN - JENIS KOMPONEN W
PELAYANAN Jasa Pelayanan | JasaSarana | Tarif Retribusi PELAYANAN | jasa Pelayanan | Jasa Sarana | Tarif Retribusi
T 3 A B N R A 5
1. | Rongent foto 1. ﬁJﬁRongent foto
a. Foto Kepala a. Folo Kepala
1) Biasa 35.200 44.800 80.000 1) Biasa 35.200 44.800 80.000
2) Emergensi 44.000 56.000 100.000 2) Emergensi 44.000 56.000 100.000
b. Fato Thoraks b. Foto Thoraks
1) Biasa 17.600 22.400 40,000 3) Biasa 17.600 22.400 40.000
2) Emergensi 22.000 28.000 50.000 4) Emergensi 22.000 28.000 50.000
c. Dst ¢. Dst
[ 2. TUSG Abdomen 2. | USG Abdomen
f (per regio) (per regio)
| a. Biasa (tanpa 26.400 33.600 60.000 a. Biasa (tanpa 26.400 33.600 60.000
5 print out) print out)
! b.Emergensi 35.200 44.800 80.000 b.Emergensi 35.200 44.800 80.000
[ (tanpa print (tanpa print out)
i out) 3. | Doppler 8.800 11.200 20,000 |
|3 | Doppler 8.800 11.200 20.000
2. Laboratorium 2. Laboratorium
l Tarif (Rp) [ Tarff (R
NAMA : NAMA arif (Rp)
NO Kelas Tarif NO Kelas Tarif
PEMERIKSAAN Pelayanan | Sarana | oo o PEMERIKSAAN‘ Pelayanan | Sarana Retraigusi
p 2 3 4 5 6 1 2 f 3 4 5 6ot
| |DARAH DARAH
* |LENGKAP L ENGKAP
1 |Darahlengkap | B 15.400|  19.600]  35.000 1 |Darahlengkap | B 15400 19600  35.000
(Hematologi Hematologi
Analizer) E 17.600 22.400 40.000 lﬂ(malizer) E 17.600 29,400 40.000
2 |Derahlengkap | B 6.600 8400 150001} "2 TDarahlengkap | B 6.600 8400|  15.000]
Cito 7.480 9.520 17.000 Cito 7.480 9520 17.000!
3 [Hb 1.980 2520 450011 3 |Hp 1.980 2520 4500,
Cito 2.640 3.360 6.000 Cito 2,640 3360 6.000 |
4 |Evaluasi B 5.060 6440] 11.500]|[ 4 [Evaluasi B | 5.060 6.440]  11500]
'&:
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' . haphsan darah ' hapusan darah ! '
E 5.940 7.560 13.500 5.940 7.560 13.500 |
Laju Endap Laju Endap
5 Barah B 3.080 3.920 7.000 5 P 3.080 3.920 7.000
E 3.740 4.760 8.500 3.740 4,760 8.500
Dst... | Dst... Fi
3. Kefarmasian 3. Kefarmasian
: KOMPONEN KOMPONEN
NO JENIS PELAYANAN Jasa Jasa 'f;iftl; NO JENIS PELAYANAN Joia ’] Jii ;Zrthf
Pelayanan Sarana buis] Pelayanan 1 Sarana busi
1 2 | 3 4 5 1 2 3 TR 5
1. | Konsultasi Obat 2.000 2.000 1. | Konsultasi Obat 2.000 | | 2.000
2 Pelayanan Resep obat jadiiR 660 840 | 1.500 2 Pelayanan Resep obat jadiiR 660 840 [ 1.500
i A3 Pelayanan Resep Obat racikan/R 1.100 1.400 | 2.500 3 Pelayanan Resep Obat racikan/R 1,100 1.400 | 2.500
F. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Reproduksi
Tarip Jasa (Rp) Tarip Jasa (Rp)
Jenis Pelayanan Kelas Jenis Pelayanan Kelas
Pelayanan Sarana Retribusi Pelayanan Sarana Retribusi
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
. Persalinan Normal Persalinan ~ Normal
Bidan 375.100 477.400 852.500 Bidan 375.100 477.400 852.500
2. Persalinan Abnormal 2. Persalinan Abnormal
bidan di  bawah bidan  di  bawah
pengawasan  dokler 440.000 560.000 1.000.000 pengawasan  dokter 440.000 560.000 { 1.000.000
umum / risiko finggi umum / risiko tinggi
3. Kuretase 375.100 477.400 852.500 3. Kuretase 375.100 477.400 852.500
4. Perawatan Luka 4, Perawatan Luka
operasi dan luka 24.640 31.360 56.000 operasi dan luka 24.640 31.360 56.000
perineum perineum
Dst... Dst...
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G. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut G. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
KOMPONEN KOMPONEN
NO JENIS PELAYANAN Jasa Jasa Tarif NO JENIS PELAYANAN Jasa TJasa Tarif
Pelayanan Sarana Retribusi Pelayanan Sarana Retribusi
] 2 3 4 5 1 2 3 4 i 5
[ Tumpatan sementara 6.600 8.400 15.000 1 Tumpatan sementara 6.600 8.400 15.000
) Tumpatan glass ionomer 8.800 11.200 20.000 2 Tumpatan glass ionomer 8.800 11.200 20.000
3 Tumpatan komposit 13.200 16.800 30.000 3 Tumpatan komposit 13.200 16.800 30.000
4 | Pencabutan gigi sulung 4 Pencabutan gigi sulung
o 4.400 5.600 10.000 tanpa injeksi 4.400 5.600 10.000
Dst.... Dst....
H. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Medical Check Up) H. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Medical Check Up)
KOMPONEN KOMPONEN
NO JENIS PELAYANAN Jasa Jasa Fart NO JENIS PELAYANAN TJasa T Tart
Pelayanan Sarana Retribusi Pelayanan Sarana Retribusi
R 2 3 4 5 fiy| Y 2 3 4 ' 5
1. | Pemeriksaan calon jemaah 50.000 1. Pemeriksaan calon jemaah 50.000
haji 22.000 28.000 haji 22.000 28.000
2. Keperluan menikah 4400 5.600 10.000 2. Keperluan menikah 4.400 5.600 10.000
3. | Keperluan melamar 10.000 3. | Keperluan melamar 10.000
pekerjaan 4.400 5.600 pekerjaan 4.400 5.600
4. Keperluan sekolah 2.200 2.800 5.000 4. Keperluan sekolah 2.200 2.800 5.000
5. Keperluan pegawai 3.080 3.920 7.000 5. Keperluan pegawai 3.080 3.920 7.000
6. | Keperluan asuransi 22.000 28.000 50.000 6. | Keperluan asuransi 22.000 28.000 50.000
|.  Pelayanan Konsultasi | Pelayanan Konsultasi
KOMPONEN KOMPONEN
NO JENIS PELAYANAN Teea Jasa Tanf NO JENIS PELAYANAN Taea Taea Tart
Pelayanan Sarana Retribusi Pelayanan Sarana | Retribusi
1 2 3 4 5 15 2 3 4 5
1. | Konsultasi Gizi 5.600 4.400 20.000 1. ]\ Konsultasi Gizi 5.600 4.400 20.000
2. | Konsultasi Kesehatan 2. | Konsultas Kesehatan
it 5,600 4400 | 20.000 o e 5,600 t 4400 | 20000
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' J. Pelayanan Medico Legal J.  Pelayanan Medico Legal ‘
KOMPONEN KOMPONEN
NO JENIS PELAYANAN Jasa Tasa Tarif NO JENIS PELAYANAN Jasa Tisa Tarif
| Pelayanan | Sarana Refribusi N Pelayanan Sarana Retribusi |
1 2 3 4 5 1 2 3 4 ‘ 5
| 1. | Visum Et Repertum Luar 22.000 28.000 50.000 1. | Visum Ef Repertum Luar 22.000 28.000 | 50.000
K. Pelayanan Ambulance K. Pelayanan Ambulance
KOMPONEN KOMPONEN
NO |  JENIS PELAYANAN T e o NO |  JENIS PELAYANAN s = Tt
Pelayanan Sarana Refribusi Pelayanan Sarana Refribusi |
[=24 2 3 4 5 B 2 3 4 5
1. [ AMBULANCE 1. | AMBULANCE
a. Ambulance (10 km a. Ambulance (10 km
pertama) 22.000 28.000 50.000 pertama) 22.000 28.000 50.000
b. tiap kilometer b. tiap kilometer
berikutnya Harga BBM berikutnya Harga BBM
L. Pelayanan Keperawatan L. Pelayanan Keperawatan
NO Tarif Jasa (Rp) NO Tarif Jasa (Rp)
Jenis Pelayanan Kelas Jenis Pelayanan Kelas
Pelayanan Sarana Total Pelayanan Sarana Total
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Pemasangan  dan/ Pemasangan  dan/
1. atau pencabutan infus Kelas IlI 4400 5.600 | 10.000 1. atau pencabutan infus Kelas [l 4.400 5.600 | 10.000
Pemasangan  dan/ Pemasangan  dan/
2. | atau pencabutan | Kelas lll 4.400 5.600 | 10,000 2. | atau pencabutan | Kelas Ill 4.400 5.600 | 10.000
kateter urine kateter urine
3. [ Insisi Abses Kelas Il 11.000 14.000 | 25.000 3. | Insisi Abses Kelas Il 11.000 14.000 | 25.000
4. | Khitan/Circumsisi Kelas Ill 8.800 11.200 | 20.000 4. | Khitan/Circumsisi Kelas llI 8.800 11.200 | 20.000
Pengambilan Benda Pengambilan Benda
5. Asing THT Kelas Il 8.800 11.200 | 20.000 B Asing THT Kelas [II 8.800 11.200 | 20.000
Dst... Dst...

A_F21
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Rekomendasi

: Keterangan

Pasal 14

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan

masyarakat.
(2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan fercantum dalam Lampiran il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009.

Lampiran [l
Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
NO. JENIS PELAYANAN T(g’;_'}F
1. Sumber Sampah Perusahaan Industri:
a. Industri Besar 300.000,00
b.  Industri Menengah 30.000,00
c. Industri Kecil 10.000,00
2. a. Hotel, Penginapan, Losmen, 150.000,00
b. Restoran dan Rumah Makan ) 20.000,00
c¢. TempatKos 60.000,00
3. Gedung Pertemuan, Bioskop, dan Gedung 50.000,00
Pertunjukan Lainnya.
4. Tempat Pariwisata 50.000,00
5. Penyelenggaraan Keramalan 500.000,00
6. Dst
Pasal 20

Ketentuan mengenai struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran Il

Ketentuan Lampiran |l disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Lampiran 1l

[&FZZ




FNo:

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi.

Struktur dan Tarif Re!ﬁbﬁsi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Keterangan

Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO. JENIS KENDARAAN TARE KET. NO. JENIS KENDARAAN TARE KET.
(Rp.) (Rp.)
1. | Parkir di Tepi Jalan Umum 1. | Parkir di Tepi Jalan Umum
a. Mobil Penumpang dan Mobil 3.000,00 | sekali parkir a.  Mobil Penumpang dan Mobil 3.000,00 | sekali parkir
Barang dengan JBB < 3500 Barang dengan JBB < 3500 Struktur  ftarf  retribusi
kg kg di ;
: . isem
b. Mobil Bus dan Mobil Barang 5.000,00 | sekali parklr b. Mobi Bus dan Mobil Barang 500000 | sekali parkir o Pumakan  agar fidak
dengan JBB >-3506-kg dengan JBB > 3500 kg kg,
c. Sepeda Motor 2.000,00 | sekali parkir c. Sepeda Motor 2.000,00 | sekali parkir
d. Kendaraan Tidak Bermotor 1.000,00 | sekali parkir d. Kendaraan Tidak Bermotor 1.000,00 | sekali parklr
o | Parkir di Tepi Jalan Umum Parkir di Tepi Jalan Umum
(Berlangganan) : 2. | (Berlangganan):
a. Kendaraan Bermotor, 40.000,00 Per tahun a. Kendaraan Bermotor, 40.000,00 Per tahun
meliputi Mobil melipufi Mobil
Penumpang Umum, Mobil Penumpang Umum, Mobil
Bus, Mobil  Barang, Bus,  Mobil  Barang,
Angkutan Khusus Angkutan Khusus
b.  Sepeda Moter 20.000,00 Per tahun b. Sepeda Motor 20.000,00 Per tahun
Pasal 26
Ketentuan mengenai siruktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Pasar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Ketentuan Lampiran IV disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Lampiran IV Lampiran IV
Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
NO JENIS PUNGUTAN TARIF (Rp) | KETERANGAN NO JENIS PUNGUTAN TARIF (Rp) | KETERANGAN
1. | Untuk Pasar Kelas | (satu) ’ 1. | Untuk Pasar Kelas | (satu)
a. Pemakaian pelataranitanah 1.000,00 Per m? a. Pemakaian pelataran/tanah 1.000,00 Per m2



No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomen Has_i 12

Keterangan

halaman dalam lingkungan

halaman dalam Iingkuhgan
pasar dikenai Retribusi

pasar dikenai Retribusi
b.  Pemakaian toko Barang- 3.000,00 | Per m?bulan b.  Pemakaian foko Barang- 3.000,00 | Perm?bulan
barang konveksifindustri barang konveksifindustri
¢.  Pemakaian Stand Barang- 2.500,00 | Perm?/bulan ¢.  Pemakaian Stand Barang- 2.500,00 | Per m¥bulan
barang konveksifindustri barang konveksifindustri
d.  Pemakaian Kios Permanen 2.500,00 | Per m#bulan d.  Pemakaian Kios Permanen 2.500,00 | Per m¥bulan
Barang-barang hasil Barang-barang hasil
pertanian/ industri pertanian/ industri
e.  Pemakaian kios semi 2.500,00 Per m2/hari e.  Pemakaian kios semi 2.500,00 Per m#fhari
permanen permanen
Barang-barang hasil Barang-barang hasil
pertanian/ industri pertanian/ industri
f.  Pemakaian Los 2.000,00 Per m?/hari f.  Pemakaian Los 2.000,00 Per m2fhari
Barang-barang hasil Barang-barang hasil
pertanian/ industri pertanian/ industri
. Pemakaian Los lkan Basah 2.000,00 Per m2/hari . Pemakaian Los lkan Basah 2.000,00 Per m2hari
Pemakaian Pasar Kelas Il (dua) Pemakaian Pasar Kelas Il (dua)
a. Pemakaian pelataranitanah 1.000,00 Per m2/hari a. Pemakaian pelataran/tanah 1.000,00 Per m2hari
halaman dalam lingkungan halaman dalam lingkungan
pasar dikenai Retribusi pasar dikenal Retribusi
b.  Pemakaian pelataran/tanah 3.000.00 | PermZ/bulan b.  Pemakaian pelataran/tanah 3.000.00 | Per m¥bulan
halaman dalam lingkungan halaman dalam lingkungan
pasar dikenai Retribusi pasar dikenai Retribusi
c. Pemakaian stand Barang- 2.500,00 | Perm2/bulan c. Pemakaian stand Barang- 2.500,00 { Per m¥bulan
barang konveksifindustri barang konveksifindustri
d.  Pemakaian Kios Permanen 2.500,00 | Per m#/bulan d. Pemakaian Kios Permanen 2.500,00 | Per m#bulan
e.  Barang-barang hasil 2.500,00 Per m2/hari e.  Barang-barang hasil 2.500,00 Per m2fhari
pertanian/ industri pertanian/ industri
Pemakaian  Kios  Semi Pemakaian  Kios  Semi
Permanen Permanen
Barang-barang hasil Barang-barang hasil
pertanian/ industri perfanian/ industri
f.  Pemakaian Los Barang- 2.000,00 Per m2/hari f.  Pemakaian Los Barang- 2.000,00 Per me/hari
barang hasil pertanian/ barang hasil pertanian/
industri industri
g. Pemakaian Los lkan Basah 2.000,00 Per m2/hari g.  Pemakaian Los lkan Basah 2.000,00 Per m#hari
a. Hewan Besar (sapi, kerbau, 10.000,00 Per ekor Pemakaian area pasar untuk
kuda) penjualan hewan
Hewan Besar (sapi, kerbau, 10.000,00 Per ekor

Hewan besar yang besar,
sedang dan kecil

da.

kuda), baik yang ukuran

Struktur tarif

disempurnakan
memperbaiki

legal

retribusi
dengan
drafting

yt,

Aﬂm
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
b. Hewan Kecil (kambing, 3.000,00 Per ekor besar sedang atau keil jenis layanan nomor 3 dan
domba, dan sejenisnya b.  Hewan Kecil kambing, 3.000,00 Per ekor i ; ;
c. Unggas, ayam, iti{( )dan 500,00 Per ekor domba, dan sejenis(,nya) . fomer 9 sehmgg_a .lemh .ba,lk
sejenisnya ¢.  Unggas, ayam, itik dan 500,00 Per ekor dalam - mendeskripsikan lenis
4. | Pemakaian  Kios  Permanen sejenisnya layanan yang diberikan.
dikenakan pemakaian setiap bulan 4. | Pemakaian  Kios  Permanen
a. Pasarkelas [ (satu) 2.500,00 Per m2 dikenakan pemakaian setiap bulan
b.  Pasar kelas Il {dua) 2.000,00 Per m2 a.  Pasarkelas | {satu) 2.500,00 Per m?
5. | Retribusi-Kebersihan 1.000,00 | per pedagang b.  Pasar kelas Il (dua) 2.000,00 Per m2
5. | Pelayanan Kebersihan 1.000,00 | per pedagang

(1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan
jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang

(2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

Pasal 32

diberikan.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran V disempumakan menjadi sebagai berikut :

1. Pemda dapat mengenakan
denda atas keterlambatan

Lampiran V Lampiran V Uji berkala, namun bukan
Struktur dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Strukfur dan Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor fermasuk : &
NO. JENIS PELAYANAN TARTF (Rp) NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) | : e
1. | Biaya Pengujian Berkala 1. | Biaya Pengujian Berkala penerimaan retribusi.
a. JBB<3500kg 40.000,00 a. JBB<3500kg 40.000,00 Pengaturan denda dapat
b. JBB=>3500kg 45.000,00 b. JBB 23500 kg 45,000,00 diatur pada Perda yang
e—DendaKelerlambatan-Uji +6-066;00 2. | Blaya Buki Lulus Uj mengatur ketentuan teknis
2. | Biaya Bukti Lulus Uji a.  Buku Uji BaruwPenuh/Rusak 15.000,00 mengenai uji berkala.
a. Buku Uji Baru/Penuh/Rusak 15.000,00 b.  Buku Uji Hilang 100.000,00 | | 2. Pemberian  persetujuan
b.  Buku Uji Hilang 100.000,00 c. Tanda Uji 10.000,00 atas mutasi keluar daerah,
¢. Tanda Uji 10.000,00 ) - ‘ numpang  uji  keluar
. 3. Biaya pelaksanaan penilaian teknis dalam daerah, dan perubahan
3, H ya—F : araah ;angléaepizghﬁgltfsfn kendaraan bermotor: — sifatl  bentuk kendaraan
Waj+b-l=lj+-ya-ﬂg-melakukan - o JBS <3500 kg 75.00 0: o0 bermptor wajib uji tidak
b Numaang ui ko Juar daerah 25.000.00 ¢. JBB> 3500 kg 100.000,00 terkait langsung  dengan
T o ) it 50.000,00 kegiatan pengujian
_ feasi 56.000.00 kendaraan bermotor
25

&
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Rek_o_mendasf

Keterangan 7

sehingga " bukan

4.

Biaya pelaksanaan penilaian teknis dalam
rangka penghapusan kendaraan bermotor:

a. Sepeda Motor 50.000,00
b. JBB<3500kg 75.000,00
c. JBB>3500kg 100.000,00

merupakan objek Retribusi
Pengujian Kendaraan
Bermotor sesuai ketentuan
Pasal 117 UU Nomor 28
Tahun 2009,

Ketentuan mengenai struktur dan besamya tarif Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Lampiran VI
Struktur dan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
TARIF/
NO UKURA JENIS
JENIS PETA N PETA SKALA PETA KERTAS LE(I\A?J.;\R
] sk A0 | 1:470.000 HVS 300.000,00
abupaten
Mate 350.000,00
Kalkir 400.000,00
Glossy 450.000,00
A1 1:710.000 HVS 250.000,00
Mate 275.000,00
Kalkir 300.000,00
Glossy 350.000,00
A2 1:1.000.000 HVS 175.000,00
Mate 190.000,00
Kalkir 200.000,00
Glossy 225.000,00
3, Pelg A0 | 1:17.000 HVS 300.000,00
Kecamatan

Mate 350.000,00
Kalkir 400.000,00
Glossy 450.000,00

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.




No. - Materi Raperda Rumusan Raperda = Rekomendasi Keterangan
A1 [ 1:26.000 HVS 250.000,00 |
Male 275.000,00
Kalkir 300.000,00
[ Glossy 350.000,00
| A2 [ 1:37.000 HVS 175.000,00
I_ Mate 190.000,00
[ Kalkir 200.000,00
Glossy 225.000,00
A3 1:63.000 HVS 125.000,00
Mate 150.000,00
Kalkir 175.000,00
Glossy 200.000,00
| 3. | PetaDesa A0 [ 1:5.400 HVS 300.000,00
Mate 350.000,00
Kalkir 400.000,00
Glossy 450.000,00
A1 1:8.200 HVS 250.000,00
Mate 275.000,00
Kalkir 300.000,00
Glossy 350.000,00
A2 1:12.000 HVS 175.000,00
Mate 190.000,00
Kalkir 200.000,00
Glossy 225.000,00
A3 1:20.000 HVS 125.000,00
Mate 150.000,00
Kalkir 175.000,00
Glossy 200.000,00
Pasal 44

Ketentuan mengenai struktur dan besamya tarif Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda 2

- Rekomendasi

Keterangan

Kefentuan Lampiran VII disempumakan menjadi sebagai berikut;

Lampiran VII Lampiran VI
Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
[ NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp.) KET. NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) | KET.
1. | Isi septic tank ukuran 0,0 | 350.000,00 sekali penyedotan 1. | Isi septic tank ukuran 0,0 |  350.000,00 sekali penyedofan .
m3 s/d 1,999 m3 m3 s/d 1,999 m3 Struktur tarif retribusi
2. | Isiseptic tank ukuran 350.000,00 sekali penyedotan 2. | Isiseptic tank ukuran 350.000,00 sekall penyedotan disempurnakan  agar tidak
>20m3 s/d 2,999 m3 22,0 m3s/d 2,999 m3 ambigu.
3. | Isi septic tank ukuran 700.000,00 sekali penyedotan 3. | Isiseptic tank ukuran 700.000,00 sekali penyedotan
>3.0-m3 s/d 3,999 m3 23,0 m3 s/d 3,999 m3
4. | Isi septic tank ukuran 1.050.000,00 |  sekali penyedotan 4. | Isi septic tank ukuran 1.050.000,00 | sekal penyedotan
>4:8-m3 s/d 5,999 m3 24,0 m3s/d 5,999 m3
5. | Isi septic tank ukuran 1.750.000,00 sekali penyedotan 5. | Isiseptic tank ukuran 1.750.000,00 sekali penyedotan
>6,0-m3 s/d 7,999m3 26,0 3 s/d 7,999m3
Pasal 50
Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Lampiran VIl disempurnakan menjadi sebagai berikut :
Lampiran VIII Lampiran VIII
Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut ;
1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang | 1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang
Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah): Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :
a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari
dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) : logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :
1) Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00 1) Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00
2) Lebih dariZ2msd 10 m Rp. 8.000,00 2) Lebih dari2m sd 10 m Rp. 8.000,00
Dst.... Dst....
b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) ~ Rp. 100.000,00 b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)  Rp. 100.000,00
c. Takaran (basah/kering) : ' c. Takaran (basah/kering) :
| :
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Rekomendasi

Rp.50000

Keterangan

1) Sampai dengan 2 L
2)5Ls/d25L
d. Alat Ukur dari Gelas :
1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur
2) Alat suntik
e. Bejana Ukur :
1) Sampai dengan 50 L
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L
Dst...
f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen
g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :
1) Neraca Emas dan Obat
2) Neraca Biasa
Dst...
h. Anak Timbangan :
1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :
a) Sampai dengan 1 kg
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
Dst...
i. Manometer ;
1) Sampai dengan 100 kg/cm?2
Dst...
j. Tensimeter
k. Meter Bahan Bakar Minyak :

1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :

a) Meter induk :
(1) Sampai dengan 25 m3/jam
Dst...
|. Meter Gas Rotari piston dan furbin

Dst...

. Biaya Retribusi Tera Sah , Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang
Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:

Rp. 500,00
Rp. 1.000,00

Rp. 10.000,00
Rp. 100,00

Rp. 50.000,00
Rp. 200.000,00

Rp. 75.000,00

Rp. 20.000,00
Rp. 10.000,00

Rp. 300,00
Rp. 600,00

Rp. 25.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 100.000,00

Rp. 5.000,00

1) Sampai dengan 2 L
2)5Lsid25L
d. Alat Ukur dari Gelas :
1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur
2) Alat suntik
e. Bejana Ukur:
1) Sampai dengan 50 L
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L
Dst...
f.  Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen
g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :
1) Neraca Emas dan Obat
2) Neraca Biasa
Dst...
h. Anak Timbangan :
1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3} :
a) Sampai dengan 1 kg
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
Dst...
i. Manometer :
1) Sampai dengan 100 kg/cm2
Dst...
j. Tensimeter
k. Meter Bahan Bakar Minyak :

Rp. 1.000,00

Rp. 10.000,00
Rp. 100,00

Rp. 50.000,00
Rp. 200.000,00

Rp. 75.000,00

Rp. 20.000,00
Rp. 10.000,00

Rp. 300,00
Rp. 600,00

Rp. 25.000,00

Rp. 10.000,00

1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :

a) Meter induk
(1) Sampai dengan 25 m3/jam
Dst...
|. Meter Gas Rotari piston dan turbin
Dst...

Rp. 100.000,00

Rp. 5.000,00

2. Biaya Retribusi Tera Sah , Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang

Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:




No.

Rumusan Raperda

“a. Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja

Rekomendasi

Keterangan _l

. Materi Raperda

a. Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja
dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape)
1) Sampai dengan 2 m Rp. 10.000,00
2) Lebihdari2msd 10 m Rp. 20.000,00

b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp 1.000.000,00

c. Dst.
3. Selain UTTP tersebut di atas dihitung berdasarkan lamanya pengujian | 1.

3. Biava Retibusl kalibrasid . :
Bste

4. Selain UTTP tersebut di atas atau-bendatbarang-bukanUTFFR dihitung

berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar
Rp.50.000,00 per jam

dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape)
1) Sampai dengan 2 m Rp. 10.000,00
2) Lebihdari2 msd 10 m Rp. 20.000,00

b.  Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp 1.000.000,00

c. Dst.

dengan minimum 2 jam sebesar Rp.50.000,00 per jam

Kegiatan kalibrasi bukan
merupakan objek Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang
sesuai ketentuan Pasal 122
UU Nomor 28 Tahun 2009,

. Benda/barang bukan UTTP

bukan merupakan objek
Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang sesuai
ketentuan Pasal 122 UU
Nomor 28 Tahun 2009.

. Biaya  peneliian  untuk

memberikan izin tipe dan
tanda pabrik bukan
merupakan objek Retribusi
Pelayanan TerafTera Ulang.

. Penerbitan Izin Tipe serta

Surat  Keterangan  Hasil
Pengujian dan SNI sebagai
persyaratan penerbitan izin
tipe merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat
(Direktorat Metrologi,
Kementerian Perdagangan),
sesuai dengan Permendag
No. 74/M-DAG/PER/12/2012

T
APSO




No.

" Rumusan Raperda

.Rekomendasi

Keterangan -
tentang  Alat-alat Ukur,'

Materi Raperda

Takar,  Timbang, dan
Perlengkapannya Asal
Impor.

. Penerbitan izin tanda pabrik

serta Surat Keterangan Hasil
Pengujian dan SNI sebagai
persyaratan penerbitan izin
tanda pabrik merupakan
kewenangan  Pemerintah
Pusat, sesuai Permendag
No. 53/M-DAG/PER/7/2016

tentang Izin Pembuatan
Alat-alat  Ukur,  Takar,
Timbang, dan

Perlengkapannya Praduksi
Dalam Negeri.

Pasal 56

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarf Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 56 disempurnakan menjadi sebagai berikut;

Pasal 56
(1) Refribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan
dengan formulasi sebagai berikut;
RPMT = Jumiah indeks variabel x Tarif Retribusi
Jumlah variabel

atau (Pemda silakan pilih salah satu formula saja)

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp...... (..............) per menara per

tahun.
(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan

cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 56 yang
mengatur tentang struktur
dan besamya tarif retribusi
disempurnakan sesuai
dengan metode yang akan
digunakan pemda dalam
menghitung tarif Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi,

Untuk menghitung retribusi

terutang  menggunakan
metode  tarif  varabel,
Pemda harus memilih

salah satu dari dua formula
yang akan dipakai, yaitu
formula rata-rata
penjumlahan variabe! atau
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formula  perkalian “antar

Lampiran IX

Ketentuan Lampiran [X disempurnakan menjadi sebagai berikut;

Lampiran IX

1. Cara menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:
(disesuaikan dengan jumlah menara dan SBU di daerah):

JUHALAH
LRAIAN VOLUME SATUAN EREK RILA Jumlah Menara = 75
R} e} Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2
. 1 600.000 8.000.000 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari
i K ; Qfsz 200—999 4_49@_@99 Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75x2)/3 = 50 hari
o : ; e, 1 Tim terdiri atas 3 orang

Transporast 5 Orang 22 50:000 | 5.500.000
Uang-makan | 600-000 paket - 600:000 600.500
AlatTulis - - - - - JUMLAH
el R _ ; R KOMPONEN BIAYA ‘ HARI BANYAK ( JUMLAH KET
JOMEAH 18-500-068 A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan

menara):

Transportasi | Rp.......... 50 hari 1Tim [ Rp,

Uang Harian | Rp............ 50 hari 3orang | Rp.oo..

DESKRIPS HAR MENARA BULA RETRIBUS! B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:
1 Pembelian R {Tahun |R
HARI ATK Preverreonen

Kagiatan 22 3 66 18:500-000/68 C. Total Belanja per tahun (A+B): 31 P
pengawasan-dan =280.303/menaralbln Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang
pengendetian =1.953.636/menaralthn ditetapkan menjadi Tarif Retribusi Rp XXXX
menara T (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)

2. Contoh perhitungan retribusi terutang:

variabel.

Penghitungan  Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi agar
berpedoman pada

ketentuan Pasal 151 UU
Nomor 28 Tahun 2009,
Surat Dirjen Perimbangan
Keuangan  Nomor 8-
743/PK/2015 tanggal 18
November 2015, sera
Surat  Direktur ~ PKKD
Nomor  S-209/PK.3/2016
tanggal 9 September 2015.

Ketentuan mengenai cara
menghitung tarf retribusi
dan simulasi/contoh
perhitungan retribusi yang
terutang agar dimasukkan
pada bagian penjelasan
atau lampiran raperda.

e | 2 | s Vo Serle Gk | ek I | o !Jalam hal pemda mengg_unakan forl:nulal rata-rata penjurr!fahan_

o | sien Menara Tempuh| Tompuh | () R indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai

R | Zena Ketinggt adalah sebagai berikut:

a af

Menrara a.  Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,
t 2] 3 4 § 7 8 8 1
T[4 | 65 |Kea Grend 620 | 06 0—26 | 06
sumeacp | field 250 | 075 = indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh x Tarif
reotlop 50 1 5

9}{32
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' z | | weon | Gend | § | 83 | 65 20 05 N .
o A = 1.1+ 0.9 x Rp XXXX
Restiep | 05 50 + 2
| 3s/d4-Dst = Rp AAAA
2 (4 | 4 |Pragaan | Gread +ogae o 620 | o5
field 2450 | 075
roetiop | 65 =50 4 b.  Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :
PE Gl Crond T [ 21 | 0% 020 | 05 = Indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh x Tarif
L l guluk field 65 215 | 075 9
roelep >68 1
| 445/499Dst: =11+ 1.1 xRpXXXX
26 [HW [ 1 | Gligenting | Grond + [ 2+ 4 0-20 [ 05 9
field 85 | 40 2450 | 075
reo1ap >6 | % =Rp BBBB
21 Gayam Grend i | 1 020 [ 0%
field 65 | 4 #-5 | BF5 Dalam hal pemda menggunakan formula perkalian seluruh indeks
roof-top >50 1 i . . ; g
(22ek7iDe maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah
sebagai berikut:
a.  Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :
RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x0.9 x Rp XXXX
=Rp CCCC
b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :
RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x 1.1 x Rp XXXX
=Rp DDDD
Pasal 74 Telah sesuai dengan UU

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan farif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Nomor 28 Tahun 2009.

T
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8. | Wilayah Pemungutan Pasal 58 Telah  sesuai de;ngan uu
(6) Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah. Nomor 28 Tahun 2009.
9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pasal 58 Telah sesuai dengan UU
Pem an, Angsuran, dan o ;
P:nuﬁfarnnPemgayaran (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan. Namor 28 Tahun 2009.
(2) Retribusi dipungut dengan mengggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Pasal 63
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai dan
lunas.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati,
10. | Sanksi:
Telah sesuai dengan UU

a, Administratif

Pasal 58
(4) Dalam hal Wajib Refribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

Nomor 28 Tahun 20009.

b. Pidana

Pasal 71

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

negara

_.-.,
N
~—

Telah sesuai dengan UU
Nomer 28 Tahun 2009,
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11. | Penagihan Pasal 58 Telah sesuai dengan UU
(4) Dalam hal Wajib Refribusi tertentu fidak membayar tepat pada Nomor 28 Tahun 2009.
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang fidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
didahului dengan surat teguran.
12. | Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 66 Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

yang Kedaluwarsa

(1)

()

()

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui wakfu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Refribusi melakukan tindak

pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun fidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut,

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Refribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permchanan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Q}BS
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Pasal 67

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 76 Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009,

13. | Tanggal Mulai Berlakunya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sumenep
14. | Lain-lain ) ) ]
Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bablbagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud. .
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